WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 1oi}
NTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANS SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANCG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang -~ & bahwa dengan telah dibentulknmya Unit Pelaksana Teknis
Dacrah Trans Semarang berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor
35 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Bus Rapid Transit periu ditinjau
kembali;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang
tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang,;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dlﬂlh-h:uh Kota [Besar dalam
Lingkungan i Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009, Nomor 49 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonema Nomor 3480);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus
Aas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Mhﬂﬂ&hﬂmﬁﬂmﬁm.h
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4. Peraturan Pemenniah Nomor 16 Tahun 1976
Perluasan hotamadva Dacrah Tingkar I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran HNegara Republik®
Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan dh Wilayah Kabupaten Dasrah
Tingkat [1 Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Semarang dalam Wilayah Propinsi
Dasrah Tingkat [ Jawa Tengah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor §9);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabhun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran MNegara Republik Indoneasia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia MNomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengeloclaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomer 171, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5340);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 /PMEK.02/2006
tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka
Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi
Pemerintah  untuk Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Semarang (| Lembaran Dacrah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 114),

10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Semarang. | Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor T5),

11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016
Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas
Perhubungan Kota Semarang | Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 116); b
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MEMUTUSKAN -
\emetapkan - PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA,
TEKNIS DAERAH TRANS SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
Dunerah adalah Kota Semarang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
Walikota adalah Walikota Semarang.
Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi  dan
produktivitas.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Trana Semarang yvang selanjutnya disingkat
UFTD Trans Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans
Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pelaksana
yang menerapkan Badan Layanan Umum.

6. Kepala UFTD adalah Kepala UPTD Trans Semarang Kota Semarang.

7. Bus Rapid Transit Trans Semarang vang selanjutnya disebut BRT Trans

8. BLU UPTD Trans Semarang adalah Unit Pelaksana Telknis Dinas Trans
Semarang pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai unit
pelaksana vang menerapkan Badan Layanan Umum.

. Kepala BLU adalah Kepala UPTD Trans Semarang.

10. Standar Pelayvanan Minimal adalah ketentusn tentang jenis dan mutu
pelayvanan dasar yang merupakan urusan wajib dasrah yang berhak
diperoleh setinp warga secara minimal dan merupakan spesifikasi teknis
tentang tolok ukur pelayanan minimal vang diberikan cleh BLU kepada
masyarakat.

11 Pelayanan Bus Rapid Transit Trans Semarang adalah pelayanan jasa
angkutan umum massal dengan menggunakan moda transportasi bus
besar dalam menaikkan dan menurunkan pmump-nnpﬂi tempat-
tempat vang telah ditentukan.

12. Bus Rapid Transit Trans Semarang yvang selanjutmya disebut BRT Trans

T

BAB Il
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BLU BLU UPTD TRANS SEMARANG
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Pasal 3
i Standar Pelavanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berkaman dengan pelayanan angkutan umum vang meliputl jenjs
pelayanan beserta indikator kanea BLU UPTD Trans Semarang,

(2] Jenis pelayanan BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mekipuri

“ET.
|

Urman Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAE 11l
KETENTUAN PENUTUFP

Pada sant Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan
Layanan Umum Bus Rapid Transit [ Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 33 dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 5
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan
pada tanggal
w
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HENDRAR PRIHADI /&

Diundangkan  di Semamng :
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ADH Wmﬂ

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR
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PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG '
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TRANS SEMARANG.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH TRANS SEMARANG

A, PENDAHULUAN
Standar Pelayanan Minimal (SPM] adalah janji yang diberikan
minimal

Tujuannya adalah menjamin kepuasan atas pelayanan jasa. Selain itu
SPM disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan
kemampuan nasional dan daerah seria kemampuan

kelembagaan dan personil daersh dalam bidang yang bersangkutan.
Penyusunan SPM harus mengandung unsur-unsur jenis pelayanan dasar,
indikator SPM, dan batas waktu pencapaian SPM.

BLU UPTD Trans Semarang scbagai penyedia pelayanan jasa
angkutan umum diharapkan dapat menjadi organisasi pelayanan
transportasi publik yang profesional serta memenuhi perkembangan Kota
Bmm;uh.pitnﬂmﬂ‘gpnﬁm

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada penggunanva,
BLU UFTD Trans Semarang memerjukan Standar Pelayanan Minimal
yang dapat digunakan untuk mengukur kinerjn serta meberikan
pelayanan  yang standar. Untuk kepentingan itu disusun dan

Eﬂmmmmsﬁﬂuﬁm“u}um
masyarakat terutama di Kota Semarang untuk melayani kebutuhan

orienteéd serta sumber daya manusa yang

Unmkm:nuﬂhuﬁunﬂ:.ﬂﬂ?fﬂﬁmnﬁﬂmmn; sebagai
layanan publik dan layanan anghkutan umum dengan konsep BRT,
sshingga diharapkan dapat memenuhi harapan bagi masyarakat
Semarang dan sekitarnya maka dipercleh 4 (empat) substansi SFM yaitu
Kehandalan, Keamanan dan Keselamatan, Kemudahan dan Kenyamanan,
Lebih lanjut dalam masing-masing substansi 8PM dildentifikasi dan
ditetapkan indikator-indikator SPM

1. Kehandalan Pelayanan

Kehandalan pelayanan BRT Trans Semarang dapat diukur dari kinerja
6 (enam) indikator yaitu

a. Rencana Headway
b. Waktu menaikkan dan menurunkan penumpang

¢ Jarak antara pintu bus dan shelrer i /

L]
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d. hecepatan perjalanan

e. Kehandalan armada

. Konsistensi jam pelayanan f
Keamanan dan Keselamatan

Keamanan dan Keselamatan pada pelayanan BRT Trans Semarang
dapat diukur dari kinerja 4 (empat) indikatormya yaitu

a. Keamanan di dalam shelter

b. Keamanan di dalam bus

¢ Keselamatan di dalam shelter

d. Keselamatan di dalam bus

Kemudahan

Kemudahan pada pelayanan BRT Trans Semarang diukur dar kinerja
5 indikator yaitu *

a. Kemudahan mendapatkan informas: tentang BRT Trans Semarang
b Eemudahan pengualan tiket

¢ HKemudahan melaporkan kehilangan/menenmukan barang

d Kemudahan menvampaikan pengaduan, memberikan saran

Kenyamanan

Kenyamanan pada BRT Trans Semarang dapat diukur dari
kinerja & (delapan) indikator yaitu

- Kebersihan di dalam shelter

- Hepadatan penumpang di dalam shelter

- Kebersihan di dalam bus

- Penerangan di dalam bus

- Kepadatan penumpang di dalam bus

Suhu di dalam bus

= Kehandalan pengemudi

Diharapkan dengan perumusan SPM bagi ini dapat memenuhi

tuntutan masyarakat terutamsa 4i Kota Semarang untuk melayani
kebutuhan transportasi publik yang handal dan profesional.

TUJUAN

Standar Pelavanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum Unit

Pelaksana Teknis Daerah UPTD Trans Semarang bertujuan untuk

1.

Memastikan bahwa kebutuhan stakeholder wvang terdin dan
Pemerintah Kota Semarang, Operator Bus, Penumpang, Lembaga
Swadaya Masyarakat serta masyarakat umum dapat terpenuhi
dengan perumusan vang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor
65 mhun 2005 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 tahun
2007 yang menyaratkan suatu organisasi memiliki Standar Pelayanan
Minimal untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU].

Mewujudkan Transmenjadi Badan Layvanan Umum yang mandin
dalam pengelolaan keuangan dan sumber dava manusia yvang
berlandaskan good corporate governance, akunighbilitas dan

rransparanst s /l




3 Meningkatkan sarana dan pmasaana BLLU BRT  agar dapa
memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

4 hhhhmnhnmfumnmmmmﬂmunumumdmhudlﬂ
penggunaan angkutan umum.

5 Menyedinkan pelayanan angkutan umum yang lebih dapat
disndalkan dan berkualitas

6 Mempercepat implementasi sistem jaringan BRT scsuai aspek efisiensi
dan kemampuan masyarakat.

PENGERTIAN

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana
Teknis Daerah Kota Semarang adalah standar pelayanan berdasarkan
kewenangan yang telah diserahkan, yang harus dilaksanakan Badan
Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk meningkatian
mutu pelayanan kepada masyarakat yang sckaligus merupakan
akuntabilitas Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan
WMMMMWUNEMW
Teknis Daerah Kota Semarang.

DASAR HUKUM

1. Undang -undang Nemer 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah
=daerah  Kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur,Djawa
Tengan, Djawa Barat dan dalam Dasrah Istimeéwa jogiakarta;

2 Undang undang Momor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat | Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817),

3. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4355);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran MNegara Republik Indonema Tahun 2004 nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

5. Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Anglutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan

Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagnimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
Lembaran Negara Republik Indoneaia Tahun 20135 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Momor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079) Ser / £




9 Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 wenwang Pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengidn
Peraturan Pemerintah NMomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);Peraturan Pemerintah Nomer 74
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594),

10, Peraturan Pemerintah Nomeor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503),

11. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
“Hm?m 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

12, Peraturan Pemerintah Nomor &5 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4585),

13. Pernturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan Dengan Kendaraan Umum,

16. Peraturan Dasrah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Semarang (
Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan Kota Semarang. [ Berita Daesrah Kota Semarang
Tahun 2016 Nomor 75);

18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Telnis Dinas Trans Semarang Pada
Dinas Perhubungan Kota Semarang [ Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 Nomor 116];

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BLU UFTD Trans Semarang

1. Swtandar Pelayanan BLU UPTD Trans Semarang adalah
penyvelenggaraan pelayanan manajemen transportasu massal BRT
vang minimal harus diselenggarakan oleh BLU UPTD Trans Semarang i

/S e




Indikator Merupakan variabel ukuran atau tolok ukur vang dapar
menunjukkan indikasi-indikasi terjadinya perubahan tertentu, Untuk

mengukur kmerja BLU UPTD Trans Semarang ada beberapa
indikator, yaitu : '

a. Input, vang dapat mengukur bahan alat sistemn prossdur atau
orang yang memberikan pelayanan, prosedur tetap dan lain-lain.

b. Proses yang dapat mengukur perubahan pada saat pelayanan
kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan, pelayanan lain-lain.

¢ Output yang dapat menjadi tolok ukur hasil yang dicapai

d, Outcome vang menjadi tolok ukur dan meérupakan dampak dan
hasil pelayanan terhadap pelayanan dan lain-lain.

e. Benefit adalah tolok ukur dari keuntungan, tﬁﬁ‘lmm
lebih murah, dan peningkatan

f. Implﬂﬂlhhmﬂukurdmukﬂnﬂmmum
menurun, meningkatnya derajat mobilitas masyarakat,
muﬂng}mmhuﬁlhmu

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu vang dibakukan
schagni patokan dalam melakukan kegintan.

Secara khusus seclain pelayanan yang harus diberikan kepada
masyarakat dan stakeholder maka juga harus meningkathkan
manajemen yang meliputi :

a. Manajemen Sumber Daya Manusia;

b. Manajemen Keuangan;

¢ Manajemen Sistem Informasi,

d. Sarana Prasarana;
e

. Mutu pelayanan. . /d }




Definisi Lingkup Ukuran
Rencana Headway adalah standar maksimal Penetapan headway di ujung peds
F-&EE;EEE Seluruh koridor saal peak = 10 menit dan off peak <
Saat peak dan off time — O menit
akiu pemberhentinn by
EEE:&EEEE untuk menurunkan dan menaik
-EEEHEEEF:EE Selurub armada ==HE.WEHE§EE._
M {shelter besar)
EEEEE—.EEE
E!_E;E-E_IFEE_...:_H:E__EI ﬂn-._r.r.-__ i..-r_h-_-_u___“.ﬂ.ﬁiﬂ
u sccarm lateral ffark antara pintu bus dan Seluruh armada l!-nr..-ﬂn
_.HE__natsmm_H....m:ﬂE_ . EEEE-E_..___ _EE___ lateral < 15 cm, vertikal < 5 r
fies Hﬁiiﬂ?ﬂgmﬂ
Kecepatan EEE%EEEEF 30 daa Aalal
a terhadap wakiu perjalanan mata-rats Selurub armada km/jam, r..llr_wﬂnh-..__..
gﬂmﬂuﬁéwﬂﬁgg
armada yang tidak diperkenankan mengalami EEE:?EE&ET&E::
N assuan sat beroperasi. Indilatoor luruh armada operasi/ kerusakan adala
EEEEE EE!EEE
menyebabiean bits Berbooe beroperasl © layanan BRT
Tepat waktu artinya pelayanan i
EEEEFE rnfaaEEF!u:nﬁE:nﬂ_
al #..__aE!.EEnE..%E-Ew_ﬁ.uﬁ:: Beluruh rfiniss A Ll
Pelyanan LEEIEEE-FEEE Pelayanan ‘_E...E_q_n_rnnu__ﬁ-___ _a-.ll__ Nevnciiii
i berakhirnya jadwal layanan
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%EEEEEEE-:EEE
Keaman | jumlah penumpang di dalam shelter yang | o, . Mg ST

an di menjadi korban tindak pidana. Tindak
Shelter Pidana mencakup : kecopetan, tindak Shelter BRT tindak pidana

agusila dan tmdakan pidana lainnya
Indikator keamanan di dalam bus

digambarkan melalui angka knimunalitas
Keaman dihitung dan jumlah penumpang yang
an di menjadi korban tindak pidana selama Beluruh Tidak #n_.-u_—...i.t_..uq:_.!—n korban
Keselam Bus penumpang berada dalam bus Tindak
m atan dan pidana mencakup pencopetan, tindak
Keaman asusila dan pidana lainnya
an Keselamatan di dalam shelter digambarkan
Keselam | dengan angka kecelakaan/insiden yang
atan di dalam shelter difntung dari jumlah e Tidak adanys. Jumniah lorban
Shelter penumpang korban kecelakaan /insiden

yang terjadi di dalam shelter

Keselamatan di dalam bus digambarkan

Keselamn | dengan angkn kecelakaan / insiden yang ot

atan di dalam bus dihitung dan jumlah Seluruh Tidak ada Jumlah korban
Bus penumpang korban kecelakaan / insiden

yang terjadi di dalam bus




Subsiansi
Pelayanan

penumpang sampal ke penerimaan tiket
dan uang kembalian, i
.m Kelancaran Kemudat jﬁﬁﬁ:ﬁu!ﬂ
nyaMmAnAD melaporkan Kemudahan penumpang/calon sctiap Shelter nE__un.u—E
“m - Kehilangan / | penumpang dalam melaporkan kehilangan E..EnmnnﬂEnEnF.__i. .E. 1 NMrAng
Menemiikan J/ menemukan barang ai o
Barang pelaporan di respon dalam
kurun waktu < 2 x 24 jam
Kemudahan Shelter tersedia form
pengaduan pengaduan f S Ga e
memberikan memberikan saran. ik
l < 2 x 24 jam
Waktu maksimum yang dibutuhlkan
Kemudahan
darni .
ﬁiﬂ—i_ E.IEE.E aktu maksimum 5 menit.
Shtites sebaliknya, termasuk bansit antar shelter




Substansd |

i

EEEEEE Selurub Shelter

10 orang pada shelter kecll

Selaruh Shelter 20 omng pada shelter besar

Eﬂg%i%
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. 2V ALUASI DAN PENINGRATAN RONERIA
Semua pelavanan munomal vang welah ada dijanjikan kepada
mwmmmmwmmm
evaluasi kinerjanya. Monitoring pelayanan dan pengumpulan dala

1} Petugas Lapangan BLU UPTD Trans Semarang
2) Internal/ eksternal auditor BLU UPTD Trans Scmarang
a}smmm

data, proses pencatatan da pengolahan data di BLU UPTD Trans
mwﬂmmﬂmmﬂqmm

Pelaksanaan audit dapat dilakukan oleh pegawai BLU UFTD
Trans Semarang maupun auditor yang ditunjuk oleh BLU UPTD Trans
Semarang | Auditor Eksternal) Pelaksanaan Audit sifatnya bukan
hanya untuk memperoleh data yang deviasi dari hasil pengukuran rutin
melainkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenad
penerpan SPM dalam operasionalnya.

H PENUTUP

Standar Pelavanan Minimal BLU UPTD Trans Semarang
merupakan pedoman bagi BLU UPTD Trans Semarang dalam

menyelenggarakan Pelayanan Minimal vang wajib dilaksanalkan sesuni
denagn kewsnangannva di bidang transportas:.

Standar pelayanan Minimal BLU UPTD Trans Semarang terminal
mangkang Kota Semarang disusun dan ditetapkan d-mgan
mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia, saran
mmmﬂwmmmmm

Selain Memberikan jaminan adanya kepastian pelayanan BLU

UFIﬂTrnnusmuu.gdﬂuuplundlpa menyelenggarakan fungsinya
dalam menjalankan pelayanan yang tepangkau dan merata serta
mewngutamahan kepedulian kepada masyarakat yvang tidak mampu

& p———

I‘_ﬂE}IDRARPEIHﬁ.D! i:-




